
 
 

PEMULIHAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL OLEH 

MAHKAMAH KONSTITUSI 

 

 

TESIS 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh 

Novan Mahendra Pratama 

NIM. 02040421017 

 

 

 

 

 

 

PASCASARJANA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  

SURABAYA 

2023 



 

iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

v 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 





 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/ http://digilib.uinsa.ac.id/  

 

vii 
 

ABSTRAK 

 

 Tesis ini merupakan hasil penelitian dengan judul “Pemulihan 

Kerugian Konstitusional Oleh Mahkamah Konstitusi”. Tesis ini ditulis untuk 

menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam rumusan masalah yaitu : 1. 

Mengapa Kerugian Konstitusional yang dialami warga negara perlu 

Dipulihkan? dan 2. Bagaimana pemulihan kerugian konstitusional yang 

dialami warga negara oleh Mahkamah Konstitusi?. 

 Data penelitian ini dihimpun dengan menggunakan jenis penelitian 

hukum normatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori 

Konstitusi, Kerugian Konstitusional, Pengaduan Konstitusional dan Teori 

Putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji 

berbagai Putusan Mahkamah Konstitusi dan didukung denga beberapa 

wawancara dengan pegawai Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan 

pendekatan konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai 

alasan-alasan kerugian konstitusional itu perlu untuk dipulihkan. Hasil dari 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwasannya, kerugian konstitusional yang 

dialami oleh warga negara perlu dipulihkan karena hak-hak konstitusional 

warga negara tersebut dijamin didalam Undang-Undang Dasar 1945. Apabila 

hak-hak yang dirugikan tersebut tidak segera dipulihkan maka akan berakibat 

ketidakpastian hukum. Salah satu lembaga negara yang dapat memulihkan 

hak-hak konstitusional adalah Mahkamah Konstitusi dengan melalui Putusan 

Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi putusan Mahkamah Konstitusi tidak serta 

merta berujung kepada pemulihan hak-hak konstitusional. Namun, dalam 

putusan tersebut terdapat juga warga negara yang masih merasa belum 

dipulihkan kerugiannya. Lalu bagaimanakah Mahkamah Konstitusi 

memulihkan kerugian konstitusional tersebut dengan tetap mengacu kepada 

konstitusi dan peraturan perundang-undangan. 

 Saran dari penelitian ini, perlu dikatakan bahwa 1. Penyempurnaan 

doktrin kerugian konstitusional ke depannya perlu juga ditambahkan dengan 

instrumen kompensasi atau ganti rugi atas kerugian yang diderita dan 2. 

Menambahkan kewenangan constitutional complaint kepada MK agar dapat 

memusatkan fokus kerugian konstitusional kepada pihak-pihak yang dirugikan 

hak-hak konstitusionalnya. 
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Abstract  

 

 This thesis is the result of research with the title "Recovery of 

Constitutional Losses by the Constitutional Court". This thesis was written to 

answer the questions outlined in the problem formulation, namely: 1. Why do 

constitutional losses experienced by citizens need to be restored? and 2. How 

will the Constitutional Court restore constitutional losses experienced by 

citizens? 

 This research data was collected using normative legal research. The 

theories used in this research are Constitutional Theory, Constitutional 

Losses, Constitutional Complaints and Constitutional Court Decision Theory. 

This research was conducted by examining various Constitutional Court 

Decisions and supported by several interviews with Constitutional Court 

employees. This research was conducted using a statutory approach and a 

conceptual approach. This research aims to find out the reasons why 

constitutional losses need to be restored. The results of this research can be 

concluded that the constitutional losses experienced by citizens need to be 

restored because the constitutional rights of these citizens are guaranteed in 

the 1945 Constitution. If the rights that have been harmed are not immediately 

restored, it will result in legal uncertainty. One of the state institutions that can 

restore constitutional rights is the Constitutional Court through Constitutional 

Court Decisions. However, the Constitutional Court's decision does not 

necessarily lead to the restoration of constitutional rights. However, in this 

decision there are also citizens who still feel that their losses have not been 

recovered. So how does the Constitutional Court remedy this constitutional 

loss while still referring to the constitution and statutory regulations. 

Suggestions from this research, it needs to be said that 1. Refining the 

doctrine of constitutional loss in the future also needs to include instruments 

of compensation or restitution for losses suffered and 2. Adding constitutional 

complaint authority to the Constitutional Court so that it can focus the focus 

on constitutional losses on the parties who are harmed his constitutional rights 
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